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TAHUN 2018

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

eambang  ©  a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan i)
Jangka Ment.:ngah Desa (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari
(RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari

b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM
Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat
Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang
perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kera

Pembangunan Nagari (Tim Penyusun RKP Nagar).
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Tueas dan Tan i .
gunan Nagari (RKP Nagari) tahun 2018 - 2019 berdasarkan

4
1-ea-data hasil e I
data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) yang dilakukan secara artisipatif

~ palam melak :
1 ;;)1[:: nocmOrszlnakant tzgasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada peraturan
{2 Nl-:r::]ri ahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan pembangunan
H ‘t_t «
) . Tim Penyusun RKP Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing da
P aparat pemenntah. (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan
kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

n dibantu
dan atau

ma : Mani IIghs Tlm Penyus.un RKP Nagari terhitung scjak ditetapkannya Surat Keputusan
i wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP Nagar!
tahun 2018 —2019 oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari.

4 K eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
end

Ditetapkan di : Kampung Tengah
- 02 Juli 2017
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